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: t Kependudukan
an diikuti Serangkaian kegiatan
berupa kegiatan
ingat Pemilukada

an kampanye calon Berdaso-t.~~

mpanye dalam be Pem]]ukada

vpemasangana|atl ..........l......l.....l..
*Bersan di media massa difasilitasi KPU

Sambunga Tt

Provinsi/Kabupaten/ Kota de-
ngan dana APBD. Bisa diba-
yangkan betapa besar biaya ek-
stra yang harus dialokasikan
APBD untuk Pemilukada, Tak
heran apabila hampir semua
KPU Daerah mengajukan ran-
€angan anggaran Pemilukada
yang jauh lebih besar dibanding-
kan perhelatan Pemilukada se-
belumnya. Sementara efek
sampingnya berupa praktik poli-
tik uang sangat besar terjadi,
Karena kandidat kepala daerah
tak perlu mengeluarkan biaya
pengadaan bahan kampanye
serta iklan di media massa, ma-
ka alokasi dana yang sudah -
anggarkan bisa untuk praktik
bitingan.

Kedua, isu rekrutmen Panitia
Pemilihan Kecamatan/ Panitia
Pemungutan Suara/ KPPS yang
dibatasi maksimal hanya dua
kali. Sesuai Pasal 18 ayat 1 hy-
ruf (k) Peraturan KPU No
3/2015, salah satu persyaratan
rekrutmen calon PPK/PPS/
KPPS adalah belum pernah
menjabat dua kali sebagai PP/
PPS/KPPS. Logika pemberiaku-
an aturan ini untuk memutus ke-
mungkinan para penyelenggara

yang telah berpengalaman ‘ber-

main’ dalam pelaksanaan pe-
mungutan suara.

Namun apabila aturan inj di-
terapkan utuh, konsekuensinya
akan banyak muncul muka-mu-
ka baru yang belym berpengala-
man yang harus mengelola Pe-
milukada yang tensi dan risiko
politiknya sangat tinggi. Dikha-
watirkan potensi krisis akan ter-
jadi pada semua level, khusus-
Nya pada level KPPS yang
bertugas di TPS, mengingat su-
dah menjadi rahasia umum se-
lama ini, person-person KPPS
adalah sebatas pada tokoh
masyarakat yang itu-ity saja.

Ketiga, pemutakhiran data
pemilih. Sesual peraturan yang
berlaku, ada perbedaan kriteria
pemilih antara Pemily Legislatif
dan Pilpres dengan Pemilukada,
Pemilih pada tataran Pileg dan
Pilpres didasarkan pada aspek
domisili atau de fagto, Artinya pe-
milih yang bukan penduduk ber-
KTP daerah “setempal masih
dimungkinkan untuk didata se-
bagai pemilin, Sedangkan pemil-
ih pada Pemilukada didasarkan
Pada aspek de jure berbasis
KTP penduduk daerah tersebut
Perbedaan kriteria inj potensial
menyulitkan proses pemutakhi-
ran data yang dilakukan penye-

lenggara Pemilukada jika data
yang digunakan data DPT Pe-
milu terakhir. Akan lebih baik di-
gunakan data agregat dari Dis-
dukcapil aktual atas penduduk
ber-KTP daerah setempat,
Keempat, isy Pencalonan
Kepala Daerah/\Wakil Kepala
Daerah, Seiring masih belum
tuntasnya konflik internal be-
berapa partai besar, proses
rekrutmen calon menghadapi
kendala signifikan, Sesuai atur-

.an yang berlaku, pencalonan

dapat dilakukan partai atau
gabungan partai yang memiliki
minimal 20% kursi di lembaga
legislatif, atau secara akumulatif
memperoleh 25% suara sah pa-
da Pileg lalu, Mengingat be-
berapa partai besar pemilik
mayoritas kursi belum tuntas.
memilih ketua definitifnya, maka
kendaraan partai tersebut belum
diakui KPU untuk menjadi ken- b
daraan politik calon. Jika kondisi
ini dibiarkan berlarut-larut maka
akan otomatis membatasi
munculnya banyak calan, dan
menguntungkan partai pemilik
kursi besar yang tidak berkonf
pascakongres. !
Memang, alternatif
nan melalui jalur inde
masih bisa dilakuk:




